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ABSTRAK  

 
Ima Siti Fatimah. (8105150305). Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan 

Jakarta di Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara, Konsentrasi 

Pendidikan Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, 2017. Laporan Praktik Kerja Lapangan ini 

dibuat sebagai gambaran hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan selama 1 

(satu) bulan PKL dengan tujuan memenuhi salah satu persyaratan akademik 

dalam menyelesaikan studi pada Konsentrasi Pendidikan Akuntansi Studi 

Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Direktorat 

Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan beralamat di Jl. Medan 

Merdeka Barat No. 8, Gedung Karsa Lantai 20 Kementerian Perhubungan, 

Jakarta Pusat, 10110. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 1 (satu) 

bulan yang dimulai sejak 21 Agustus s.d 18 November 2017 dengan 5 hari kerja, 

Senin - Jum’at pada pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB. Tujuan dilaksanakan PKL 

adalah untuk meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, keterampilan 

dan kemampuan mahasiswa. Selama melaksanakan PKL, praktikan mengalami 

beberapa kendala. Namun, kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan 

bimbingan dari pembimbing PKL dan para pegawai lain yang turut membantu 

praktikan dalam bekerja. Sehingga praktikan dapat memahami bagaimana cara 

kerja Sub Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan 

baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang PKL 

Persaingan untuk mendapatkan lapangan kerja saat ini semakin 

kompetitif, jumlah angkatan kerja yang lebih banyak dibandingkan dengan 

ketersediaan lapangan kerja serta dibutuhkannya tenaga kerja yang 

profesional membuat para angkatan kerja harus bersaing ketat untuk 

mendapatkan lapangan pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikannya.  Hal 

tersebut juga mendorong perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk 

berlomba-lomba menghasilkan sumber daya yang berkualitas juga berdaya 

saing untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja profesional di era globalisasi 

ini. Untuk memenuhi berbagai tuntutan tersebut maka dibutuhkan suatu 

pembelajaran secara langsung ke dunia kerja yang akan menunjang proses 

pembelajarannya di kampus. Oleh sebab itu, di setiap perguruan tinggi 

mengharuskan mahasiswanya untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL). 

Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu institusi Perguruan 

Tinggi Negeri yang ada di Indonesia, berupaya untuk dapat menghasilkan 

lulusan yang berkualitas yang mampu bersaing dan bertahan di dunia kerja, 

baik persaingan nasional maupun internasional. Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) merupakan salah satu mata kuliah yang ada dalam kurikulum 

perguruan tinggi termasuk di Universitas Negeri Jakarta, khususnya 
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diwajibkan untuk seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi S-1 Pendidikan 

Ekonomi. Setiap mahasiswa Pendidikan Ekonomi diwajibkan untuk 

mengikuti program ini, karena kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

merupakan salah satu prasyarat untuk memenuhi mata perkuliahan. 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk mahasiswa Pendidikan 

Ekonomi ini dilakukan minimal satu bulan. 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertujuan untuk memberikan 

gambaran yang lebih komprehensif kepada mahasiswa secara nyata 

mengenai kondisi dunia kerja yang sebenarnya sekaligus meningkatkan 

kompetensi yang dimiliki mahasiswa dan memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan 

sebelum akhirnya benar benar memasuki dunia kerja tersebut. Dengan 

mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), mahasiswa diharapkan 

dapat lebih mengenal, mengetahui dan berlatih menganalisis kondisi 

lingkungan dunia kerja yang ada sebagai upaya untuk mempersiapkan diri 

dalam memasuki dunia kerja tersebut. Selain itu, mahasiswa dapat 

mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh perusahaan di bidang 

yang mahasiswa pilih.  

Praktikan melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini di 

Kementerian Perhubungan khususnya di Direktorat Jenderal Perhubungan 

Udara. 

 

  



3 

 

 

 

B. Maksud dan Tujuan PKL 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pelaksanaan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) ini dimaksudkan untuk: 

1. Mempelajari dan merasakan secara langsung pekerjaan yang sesuai 

dengan bidang yang dipelajari di perkuliahan. 

2. Melakukan praktik kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan 

yang diambil oleh praktikan. 

3. Menambah pengetahuan dan pengalaman dari dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

4. Mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan selama 

perkuliahan pada dunia kerja nyata. 

 

Adapun tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Memperoleh wawasan mengenai bidang pekerjaan di dunia kerja yang 

nyata. 

2. Menambah pengalaman dari dunia kerja nyata sesuai dengan teori 

yang sudah didapat selama masa perkuliahan. 

3. Memperoleh keterampilan dari dunia kerja. 

4. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab pada saat menghadapi suatu 

pekerjaan di dunia kerja nyata. 

5. Menyiapkan diri untuk menjadi sumber daya manusia yang 

berkualitas dan siap bersaing di dunia kerja. 
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C. Kegunaan PKL 

Ada beberapa kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) baik bagi 

mahasiswa, Fakultas Ekonomi maupun instansi tempat melaksanakan PKL, 

yaitu: 

1. Bagi Praktikan 

a. Melatih kemampuan yang dimiliki yang telah didapatkan selama 

perkuliahan. 

b. Belajar mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia kerja 

terutama ketika memposisikan diri sebagai auditor, baik pada 

unit kerja maupun lingkungan kerja. 

c. Mengembangkan ilmu yang telah didapat selama bangku kuliah 

dan mendapatkan pelajaran-pelajaran baru yang tidak 

didapatkan selama perkuliahan. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi 

a. Mengetahui seberapa besar mahasiswa memahami materi 

yang didapatkan selama perkuliahan untuk dapat diterapkan 

di dunia kerja. 

b. Mengetahui seberapa mampu mahasiswa dapat 

mengimplementasikan materi yang didapatkan selama 

perkuliahan untuk dapat diterapkan di dunia kerja. 

c. Menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja 

sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkompeten dan 

siap bersaing di dunia kerja. 
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3. Bagi Instansi Tempat Praktik 

a. Lembaga praktik mendapatkan keuntungan berupa terbantunya 

pekerjaan dengan adanya praktikan. 

b. Dapat menjalin hubungan yang teratur, sehat dan dinamis antara 

instansi dengan lembaga perguruan tinggi, serta menumbuhkan 

hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dan 

bermanfaat. 

 

D. Tempat PKL 

Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di 

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan bagian 

Sekretariat Direktorat Jenderal. Berikut adalah data lembaga tempat 

pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan : 

Nama Instansi : Direktorat Jenderal Perhubungan Kementerian Perhubungan 

Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Gedung Karsa Lantai 20 

Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, 10110  

Telepon : 0811 1004222 

Website : http://hubud.dephub.go.id/ 

Praktikan melaksanakan PKL di Sekretariat Direktorat Jenderal 

Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Jakarta pada bagian 

Keuangan dan Barang Milik Negara.  
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E. Jadwal Waktu PKL 

Waktu praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan. 

Terhitung dari tanggal 21 Agustus s.d. 18 September 2017.  Dalam 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan waktu ditentukan oleh Sekretariat 

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bagian Keuangan dan Barang 

Milik Negara yaitu senin s.d jumat pukul 09.00 s.d 16.00 WIB. Adapun 

perincian dalam  tiap  tahapan  kegiatan  tersebut  adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan 

Persiapan dimulai pada bulan Juni. Pada tahap ini praktikan 

mencari tempat PKL pada bidang yang sesuai dengan program studi. 

Praktikan melakukan persiapan dengan membuat surat izin Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) di bagian BAAK, dimana sebelumnya 

meminta surat pengantar terlebih dahulu di bagian kemahasiswaan 

FE UNJ yang ada di Gedung R. Setelah itu, surat izin diberikan 

kepada pihak bagian Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat 

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada hari Senin, 24 Juli 

2017. Dari pihak kantor, praktikan bisa memulai PKL pada tanggal 1 

Agustus 2017 di Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal 

Perhubungan Udara. Hanya saja terjadi pemunduran jadwal 

dikarenakan yang akan menjadi pembimbing PKL sedang dinas di 

luar kota sehingga praktikan baru bisa memulai PKL pada  tanggal 

21 Agustus 2017. 
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2. Tahap Pelaksanaan 

Praktikan melaksanakan PKL mulai tanggal 21 Agustus s.d. 17 

September 2017 dengan 5 hari kerja (Senin s.d. Jum’at), jam kerja 

dari pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB. Ketentuan jam operasional pada 

Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yaitu : 

Masuk Kerja : 09.00 WIB 

Istirahat  : 12.00 s.d. 13.00 WIB 

Pulang  : 16.00 WIB 

 

3. Tahap Penulisan Laporan PKL 

Praktikan mulai menyicil penyusunan laporan PKL pada 

pertengahan bulan Agustus 2017 disaat praktikan sedang melakukan 

kegiatan. Hal ini dilakukan praktikan untuk memudahkan praktikan 

dalam berkonsultasi dengan pembimbing ditempat praktikan 

melaksanakan kegiatan PKL. Hal pertama yang dilakukan praktikan 

adalah mencari data-data yang dibutuhkan dalam penulisan laporan PKL. 

Kemudian data tersebut diolah dan akhirnya diserahkan sebagai tugas 

akhir Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

A. Sejarah Perusahaan 

Bentuk awal Departemen Perhubungan yang lahir dalam kancah 

perjuangan adalah gabungan antara Departemen Perhubungan dan 

Departemen Pekerjaan Umum, yang dipimpin oleh seorang Menteri 

Abikusno Tjokrosuyoso. Namun hal ini tidak berlangsung lama, karena 

Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum tidak lagi 

dijabat oleh orang yang sama yang merangkap tugas seperti sebeumnya. 

Urusan perhubungan dan pekerjaan umum kini berada di bawah dua pejabat 

yang berbeda yaitu Kementrian Perhubungan dipimpin oleh Ir. Abdulkarim 

dan Kementrian Pekerjaan Umum di bawah pimpinan Ir. Putuhena. Sesuai 

dengan nama yang disandangnya, Departemen Perhubungan mengurusi 

masalah perhubungan. 

Sejak awal kemerdekaan hingga pengakuan kedaulatan Belanda atas 

RIS tahun 1949, Departemen Perhubungan memiliki wewenang untuk 

mengatur perhubungan laut, udara, darat, perkeretaapian serta pos, telegraf, 

dan telekomunikasi dan masingmasing sektor tersebut diurus oleh jawatan-

jawatannya sendiri yang berada di bawah struktur organisasi Departemen 

Perhubungan. Titik berat yang menjadi perhatian Departemen Perhubungan 

pada era 1945-1949 adalah perhubungan darat karena diantara beberapa 

sektor  perhubungan  lainya seperti laut  maupun udara  belum  bisa menjadi  
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sarana optimal. Angkatan laut masih terbatas jalur operasinya karena 

sebagian besar wilayah lautan Indonesia dikuasai oleh tentara sekutu, 

termasuk Belanda sehingga hubungan interinsuler ada dalam kekuasaan 

mereka.  

Pada masa Demokrasi Liberal ini terjadi perubahan bagi Departemen 

Perhubungan secara kelembagaan, yaitu dibetuknya Departemen 

Perhubungan Laut pada masa Kabinet Djuanda. Dengan adanya departemen 

tersebut, maka urusan laut yang sebelumnya menjadi tanggung jawab 

Departemen Perhubungan, kini menjadi terpisah dan ditangani secara 

mandiri oleh Departemen Perhubungan Laut. Dalam rangka menguasai 

pelayaran secara menyeluruh, diputuskan bahwa sudah tiba waktunya bagi 

pemerintah untuk mendirikan perusahaan pelayaran. Oleh karena itu pada 

tahun 1952, Ir. Djuanda selaku Menteri Perhubungan menetapkan 

berdirinya PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) yang mulai beroperasi 

dengan 16 buah kapal milik Perpuska dan 45 kapal yang baru dibeli.  

Berdasarkan keputusan Presiden RI No. 153 tanggal 10Juli 1959, 

Soekarno kemudian membentuk kabinet baru yang dikenal dengan sebutan 

Kabinet Kerja I. dalam Kabinet Kerja I ini terjadi perubahan dalam struktur 

pemerintahan negara. Istilah Departemen Perhubungan tidak lagi digunakan 

dan sebagai gantinya dikenal dengan sebutan Kementrian Distribusi dengan 

J. Leimena menjabat sebagai menterinya.  

Perubahan yang cukup signifikan bagi Departemen Perhubungan 

terjadi pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin ini. Pada era ini, 
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urusan perhubungan laut, udara, dan darat serta komunikasi tidak lagi 

berada secara keseluruhan di bawah wewenang Departemen Perhubungan, 

tetapi terpecah-pecah ke dalam beberapa Departemen yang baru terbentuk 

pada era tersebut. Nama Departemen Perhubungan dalam Kabinet Kerja I 

tidak lagi ada tetapi diganti dengan istilah Bidang Distribusi yang 

menangani perhubungan laut, perhubungan darat, pos, dan telekomunikasi, 

perhubungan udara serta perdagangan. Sedangkan pada Kabinet Kerja II, 

urusan perhubungan berada di bawah bidang Distribusi yang terdiri dari 

Departemen Perhubungan Darat, Pos dan Telekomunikasi, Departemen 

Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan Udara, dan Departemen 

Perdagangan. Dalam Kabinet Kerja IV, istilah Bidang Distribusi diganti 

dengan Kompartemen Distribusi yang antara lain terdiri dari Departemen 

Perhubungan darat, Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan 

Laut dan Departemen Perhubungan Udara. Sedangkan pada masa Kabinet 

Dwikora, perhubungan laut tidak lagi masuk dalam Kompartemen Distribusi 

tetapi dibentuk kompartemen sendiri yaitu Kompartemen Maritim yang 

meliputi Departemen Perhubungan Laut, Departemen Perikanan dan 

Pengolahan Produksi Hasil Laut, serta Departemen Industri Maritim. 

Perubahan terjadi lagi dalam Kabinet Dwikora yang Disempurnakan I, yaitu 

terpisahnya urusan pos dan telekomunikasi dengan perhubungan darat. 

Dalma kabinet ini dibentuk departemen baru yaitu Departemen Pos dan 

Telekomunikasi dibawah Kompartemen Distribusi. Selanjutnya dalam 

susunan Kabinet Dwikora yang disempernakan II kembali terjadi lagi 
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perubahan. Urusan-urusan perhubungan yang sebelumnya didistribusikan 

dalam beberapa departemen, kini disatukan kembali dalam Departemen 

Perhubungan.  

Dalam masa awal Orde Baru Struktur Organisasi Departemen 

Perhubungan dalam Kabinet Pembangunan I, II, dan III adalah meliputi 

Menteri Perhubungan, Sekertaris Jenderal Departemen Perhubungan, 

Inspektorat Jenderal Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut dan Direktorat Pariwisata Pos dan Telekomunikasi.  

Untuk mendorong perkembangan dunia usaha penerbangan yang 

semakin baik pada pemerintahan Orde Baru telah membentuk Direktorat 

Jenderal Perhubungan Udara pada tahun 1969 guna menyesuaikan 

kebutuhan dan pemanfaatannya sebagai pengganti dan penyempurnaan 

Direktorat Penerbangan Sipil dengan struktur organisasi terdiri dari 

Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Angkutan Udara Sipil, Direktorat 

Keselamatan Penerbangan dan Direktorat Fasilitas Penerbangan.  

Pada tahun 1974 struktur organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan 

Udara disempurnakan menjadi Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat 

Lalu Lintas dan Angkutan Udara, Direktorat Keselamatan Penerbangan, 

Direktorat Pelabuhan Udara dan Direktorat Telekomunikasi Navigasi Udara 

& Listrik.  

Penerbangan Indonesia terus berkembang bukan hanya bidang lalu 

lintas dan angkutan udara saja namun sudah mulai dengan perkembangan 

industri pembuatan pesawat terbang sehingga diantisipasi dengan 
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pembentukan direktorat khusus yang menangani kelaikan udara berstandar 

internasional, pemerintah mengeluarkan KM 58 Tahun 1991 mengenai 

penyesuaian struktur organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, 

strukturnya terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Angkutan 

Udara, Direktorat Keselamatan Penerbangan, Direktorat Teknik Bandar 

Udara, Direktorat Fasilitas Elektronika dan Listrik dan Direktorat Sertifikasi 

Kelaikan Udara. 

 

1. VISI Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 

“Terwujudnya Penyelenggaraan Transportasi Udara Yang 

Handal, Berdaya Saing Dan Memberikan Nilai Tambah Dalam 

Mendukung Ketahanan Nasional” 

Penjelasan VISI Direktorat Jenderal Perhubungan Udara secara 

garis besar adalah : 

a. Pelayanan Transportasi Udara yang Handal, diindikasikan 

oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat 

(safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), 

terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok 

tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam 

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); 

b. Pelayanan Transportasi Udara yang Berdaya Saing, 

diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang efisien, 
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dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan 

masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh 

SDM yang profesional, mandiri dan produktif.  

c. Pelayanan Transportasi Udara yang Memberikan Nilai 

Tambah, diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan 

yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional 

melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran 

serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, 

mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang 

dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga 

mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan 

ekonimi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama 

pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari 

kelancaran pelayanan transportasi. 

2. MISI Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 

a. Meningkatkan pelayanan jasa transportasi udara untuk 

mewujudkan konektivitas nasional; 

b. Meningkatkan keselamatan, keamanan dan kehandalan 

transportasi udara dalam upaya peningkatan pelayanan jasa 

transportasi udara; 

c. Peningkatan penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan 

penerapan IPTEK dalam rangka pengembangan teknologi 

transportasi udara yang ramah lingkungan; 
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d. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dan 

restrukturisasi/reformasi kelembagaan dan regulasi. 

 

3. Tujuan yang Hendak Dicapai Direktorat Jenderal Perhubungan 

Udara 

1) Mewujudkan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan 

pelayanan transportasi udara; 

2) Menwujudkan aksesibilitas dalam mendukung konektivitas 

dan daya saing logistik nasional; 

3) Mewujudkan peningkatan kapasitas pelayanan sarana dan 

prasarana transportasi udara; 

4) Meningkatkan profesionalisme SDM transportasi udara dan 

pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

5) Memperluas peran sektor transportasi udara terhadap 

pembangunan nasional yang berkelanjutan;  

6) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

 

4. Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 

A. Aspek Keselamatan dan Keamanan 

1) Menurunnya angka kecelakaan transportasi udara; 

2) Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam 

penyelenggaraan transportasi udara. 
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B. Aspek Pelayanan 

1) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana 

transportasi udara; 

2) Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan 

kompetensi sesuai dengan kebutuhan; 

3) Meningkatnya kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan 

Udara dalam mewujudkan good gevernance; 

4) Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam 

implementasi kebijakan bidang perhubungan udara; 

5) Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan 

meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan 

pada sektor transportasi udara. 

C. Aspek Kapasitas Transportasi 

1) Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana trasnportasi 

udara dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan 

multimoda; 

2) Meningkatnya layanan transportasi udara di perbatasan 

negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya. 

 

B. Struktur Organisasi 

Uraian tugas beberapa jabatan atau pekerjaan penting yang ada di 

dalam Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan RI itu sendiri, 

yaitu: 
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a. Sekretariat Direktorat Jenderal 

Tugas  : Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas 

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan 

dukungan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi 

dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 

Fungsi : 

a. penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan tinjau ulang 

rencana jangka panjang dan menengah, program dan evaluasi, 

serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, akuntabilitas 

kinerja unit kerja, serta pengelolaan data dan pengembangan 

sistem informasi manajemen; 

b. penyiapan koordinasi, pembinaan, penyusunan Laporan 

Keuangan dan laporan e-monitoring, revisi DIPA, 

penatausahaan Barang Milik Negara, pengelolaan Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP), pembinaan dan verifikasi 

pengelola anggaran, evaluasi dan penyusunan Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), penyusunan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penyiapan bahan 

dan tindak lanjut hasil audit; 

c. penyiapan penyusunan telaahan hukum dan peraturan 

perundang-undangan, pemrosesan dan pemberian advokasi, 

serta legal opinion terhadap penyelesaian masalah dan 

perselisihan hukum, pelaksanaan kajian dan evaluasi terhadap 
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berita acara pelanggaran peraturan perundang-undangan di 

bidang penerbangan; 

d. penyiapan urusan administrasi kepegawaian, pengadaan, 

pengangkatan, kepangkatan, pengembangan, mutasi, 

pemberhentian dan pensiun pegawai, penyiapan kebijakan di 

bidang organisasi, tata laksana, serta reformasi birokrasi; 

e. penyiapan pelaksanaan kegiatan dan administrasi pemerintah 

pada organisasi penerbangan sipil internasional dan/atau 

lembaga internasional lainnya, penanganan kegiatan ICAO Desk, 

penelaahan, koordinasi, dan penyusunan materi kerjasama luar 

negeri di bidang keselamatan dan keamanan penerbangan, 

penyiapan ratifikasi, juru bicara hubungan masyarakat dan 

pelaksanaan kehumasan; dan 

f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan. 

 

b. Direktorat Angkutan Udara 

Tugas : Direktorat Angkutan Udara mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis 

dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan udara. 

Fungsi : 

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem informasi dan 

pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, 
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angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga, kerja 

sama angkutan udara, serta bimbingan usaha dan tarif jasa 

angkutan udara; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem informasi dan 

pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, 

angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga, kerja 

sama angkutan udara, serta bimbingan usaha dan tarif jasa 

angkutan udara; 

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

sistem informasi dan pelayanan angkutan udara, angkutan udara 

niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan 

bukan niaga, kerja sama angkutan udara, serta bimbingan usaha 

dan tarif jasa angkutan udara; 

d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi di bidang sistem informasi dan pelayanan angkutan 

udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga 

tidak berjadwal dan bukan niaga, kerja sama angkutan udara, 

serta bimbingan usaha dan tarif jasa angkutan udara; 

e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem informasi 

dan pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, 

angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga, 

kerjasama angkutan udara, serta bimbingan usaha dan tarif jasa 

angkutan udara; dan 
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f. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, 

kepegawaian dan rumah tangga Direktorat. 

 

c. Direktorat Bandar Udara 

Tugas : Direktorat Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, 

serta evaluasi dan pelaporan di bidang bandar udara. 

Fungsi : 

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi bandar 

udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana 

bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, serta 

penyelenggaraan bandar udara; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi bandar 

udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana 

bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, serta 

penyelenggaraan bandar udara; 

c. penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang standardisasi bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan 

lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas 

bandar udara, serta penyelenggaraan bandar udara; 

d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi di bidang standardisasi bandar udara, tatanan 
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kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, 

peralatan dan utilitas bandar udara, serta penyelenggaraan 

bandar udara; 

e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi bandar 

udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana 

bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, serta 

penyelenggaraan bandar udara; dan 

f. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, 

kepegawaian dan rumah tangga Direktorat. 

 

d. Direktorat Keamanan Penerbangan 

Tugas : Direktorat Keamanan Penerbangan mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis 

dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan 

penerbangan. 

Fungsi : 

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, 

kerjasama dan program keamanan penerbangan, pelayanan 

darurat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan personel keamanan 

penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan, kargo dan barang 

berbahaya, serta kendali mutu keamanan penerbangan; 
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b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, 

kerjasama dan program keamanan penerbangan, pelayanan 

darurat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan personel keamanan 

penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan, kargo dan barang 

berbahaya, serta kendali mutu keamanan penerbangan; 

c. penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang standardisasi, kerjasama dan program keamanan 

penerbangan, pelayanan darurat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

dan personel keamanan penerbangan, fasilitas keamanan 

penerbangan, kargo dan barang berbahaya, serta kendali mutu 

keamanan penerbangan 

d. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

standardisasi, kerjasama dan program keamanan penerbangan, 

pelayanan darurat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan personel 

keamanan penerbangan, kargo dan barang berbahaya, serta 

kendali mutu keamanan penerbangan; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi, 

kerjasama dan program keamanan penerbangan, pelayanan 

darurat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan personel keamanan 

penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan, kargo dan barang 

berbahaya, serta kendali mutu keamanan penerbangan; dan 

f. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, 

kepegawaian dan rumah tangga Direktorat yang meliputi 
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perencanaan, pengelolaan sistem teknologi informatika, dan 

dokumentasi teknis, penyiapan bahan pelaporan, serta 

administrasi PNBP. 

e. Direktorat Navigasi Penerbangan 

Tugas : Direktorat Navigasi Penerbangan mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis 

dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang navigasi 

penerbangan. 

Fungsi : 

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan 

prosedur navigasi penerbangan, operasi navigasi penerbangan, 

teknik navigasi penerbangan, personel navigasi penerbangan, 

pengawasan dan data keselamatan navigasi penerbangan; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan 

prosedur navigasi penerbangan, operasi navigasi penerbangan, 

teknik navigasi penerbangan, personel navigasi penerbangan, 

pengawasan dan data keselamatan navigasi penerbangan; 

c. penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang standardisasi dan prosedur navigasi penerbangan, operasi 

navigasi penerbangan, teknik navigasi penerbangan, personel 

navigasi penerbangan dan pengawasan dan data keselamatan 

navigasi penerbangan; 
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d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi di bidang standardisasi dan prosedur navigasi 

penerbangan, operasi navigasi penerbangan, teknik navigasi 

penerbangan, personel navigasi penerbangan dan, pengawasan 

dan data keselamatan navigasi penerbangan; 

e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

standardisasi dan prosedur navigasi penerbangan, operasi 

navigasi penerbangan, teknik navigasi penerbangan, personel 

navigasi penerbangan serta, pengawasan dan data keselamatan 

navigasi penerbangan; dan 

f. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, 

kepegawaian dan rumah tangga Direktorat yang meliputi 

perencanaan, pengelolaan sistem teknologi informatika, 

dokumen teknis, pembinaan dan program pengembangan 

personel inspektur navigasi penerbangan dan penyiapan bahan 

pelaporan, serta administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak. 

 

g. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara 

Tugas : Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat 

Udara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, 

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan 

pelaporan di bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara. 
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Fungsi : 

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, 

rekayasa, produk aeronautika, serta operasi dan perawatan 

pesawat udara; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, 

rekayasa, produk aeronautika, serta operasi dan perawatan 

pesawat udara; 

c. penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang standardisasi, rekayasa, produk aeronautika, serta operasi 

dan perawatan pesawat udara; 

d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi di bidang standardisasi, rekayasa, produk aeronautika, 

serta operasi dan perawatan pesawat udara; 

e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

standardisasi, rekayasa, produk aeronautika, operasi dan 

perawatan pesawat udara; dan 

f. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan 

rumah tangga Direktorat yang meliputi perencanaan, 

pengelolaan sistem teknologi informatika, dan dokumentasi 

teknis, penyiapan bahan pelaporan, serta administrasi PNBP. 
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C. Kegiatan Umum Perusahaan 

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan No: PM 189 Tahun 2015 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat 

Jenderal Perhubungan Udara menyelenggarakan fungsi : 

1. Perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan wilayah udara, pesawat 

udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan navigasi 

penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas 

lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang 

dan fasilitas umum penerbangan; 

2. Pelaksanaan kebijakan pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara dan 

bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan navigasi 

penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas 

lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang 

dan fasilitas umum penerbangan; 

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

pengoperasian pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan 

angkutan udara dan navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, 

keamanan, dan kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta 

pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum penerbangan; 

4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

pengoperasian pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan 

angkutan udara dan navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, 
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keamanan, dan kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta 

pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum penerbangan; 

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan wilayah 

udara, pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan 

udara dan navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, 

dan kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan 

fasilitas penunjang dan fasilitas umum penerbangan; 

6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan 

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

A. Bidang Kerja 

Dalam pelakasanaan praktik kerja lapangan di Direktorat Jenderal 

Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang berlokasi di Jl. Medan 

Merdeka Barat, praktikan ditempatkan di Sekretariat Direktorat Jenderal 

Perhubungan Udara, Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara pada sub 

bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pengendalian Internal. 

Adapun cakupan tugas yang menjadi bagian dari pekerjaan praktikan 

selama menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama satu bulan yaitu 

mengerjakan tugas yang berkaitan dengan penyusunan pengelolaan 

keuangan dan bagian Badan Layanan Umum (BLU). Pada bidang tersebut, 

tugas yang dikerjakan praktikan yaitu: 

1. Pemeriksaan laporan keuangan dari Satuan Kerja dan Pusat. Seperti 

neraca berbasis akrual, laporan realisasi anggaran, laporan operasional 

anggaran, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas. 

2. Mengoreksi laporan keuangan seperti neraca berbasis akrual, laporan 

realisasi anggaran, laporan operasional anggaran, laporan operasional 

dan laporan perubahan ekuitas.yang berasal dari Satuan Kerja. 
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B. Pelaksanaan Kerja 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan oleh Praktikan 

selama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal 21 Agustus s.d. 18 September 

2017, dengan hari kerja yaitu hari Senin s.d. Jumat mulai pukul 09.00 s.d. 

16.00 WIB. Praktikan diposisikan di sub bagian Penerimaan Negara Bukan 

Pajak dan Pengendalian Internal dengan pembimbing dari salah satu staff di 

bagian tersebut yaitu: 

Nama  : Andrianto 

Jabatan  : Penata Laporan Keuangan dan Badan Layanan Umum (BLU) 

NIP : 198001052003121001 

Pada hari pertama kerja, praktikan diperkenalkan dengan karyawan 

serta dijelaskan mengenai beberapa unit kerja yang ada di bagian Keuangan 

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Setelah itu dilakukan 

penempatan posisi dimana praktikan akan menjalankan Praktik Kerja 

Lapangan selama 1 (satu) bulan. Setelah ditempatkan di sub bagian 

Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pengendalian Internal, praktikan 

diberi penjelasan mengenai pembagian tugas serta langkah-langkah kerja 

yang harus dilakukan untuk tugas tersebut. Setelah penjelasan tersebut, 

praktikan diberikan beberapa tugas atau pekerjaan yang akan dilakukannya 

selama menjalankan Prakik Kerja Lapangan (PKL), yaitu: 

1. Pemeriksaan Laporan Keuangan dari Satuan Kerja dan Pusat 

Pemeriksaan laporan keuangan ini dilakukan untuk memeriksa 

data laporan keuangan yang dikirim dari satuan kerja dengan yang 
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dicatat oleh bagian pusat. Praktikan memeriksa laporan keuangan 

yang dikirim oleh Bandar Udara Sentani Papua.  

Prosedur yang dilakukan dalam memeriksa laporan keuangan 

dari Satuan Kerja adalah: 

1. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menerima LRA 

(Laporan Realisasi Anggaran) dalam bentuk ADK (Arsip Data 

Komputer) yang dikirim oleh Satuan Kerja Bandar Udara 

Sentani Papua. 

2. Mengakses aplikasi E-Rekon-LK untuk membuka LRA 

(Laporan Realisasi Anggaran) Satuan Kerja Bandar Udara 

Sentani Papua yang telah dicatat oleh KPPN (Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara). 

3. Praktikan memeriksa dan menyamakan LRA (Laporan Realisasi 

Anggaran) yang dikirim dari Satuan Kerja Bandar Udara 

Sentani Papua ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 

dengan yang ada di aplikasi E-Rekon-LK. 

2. Mengoreksi Laporan Keuangan dari Satuan Kerja 

Mengoreksi laporan keuangan ini dilakukan untuk mengoreksi 

adanya kesalahan dalam data laporan keuangan yang dikirim dari 

satuan kerja dengan yang dicatat oleh bagian pusat. Praktikan 

mengoreksi laporan keuangan yang dikirim oleh Bandar Udara 

Sentani Papua.  
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Prosedur yang dilakukan dalam mengoreksi laporan keuangan 

dari Satuan Kerja adalah saat memeriksa LRA (Laporan Realisasi 

Anggaran) Satuan Kerja Bandar Udara Sentani Papua, praktikan 

mengcross-check akun-akun yang anggarannya sama antara yang 

dikirim Satuan Kerja dengan yang ada di aplikasi E-Rekon-LK. 

Selanjutnya ketika praktikan menemukan adanya selisih  alias 

perbedaan data dalam hasil LRA (Laporan Realisasi Anggaran) 

tersebut, praktikan segera menandai untuk selanjutnya dilaporkan oleh 

bagian Pusat ke Satuan Kerja Bandar Udara Sentani Papua untuk 

segera di koreksi kembali. Biasanya penyebab terjadinya selisih data 

LRA (Laporan Realisasi Anggaran) Satuan Kerja dengan bagian Pusat 

yaitu karena Satuan Kerja salah menginput laporan keuangan baik itu 

kode akun maupun realisasinya; Satuan Kerja belum melakukan revisi 

anggaran; dan aplikasi yang digunakan Satuan Kerja kurang sempurna 

terkait update data laporan keuangan. Setelah menghubungi Satuan 

Kerja untuk melaporkan adanya selisih, Satuan Kerja akan 

mengoreksi kembali lalu mengirim ulang LRA (Laporan Realisasi 

Anggaran) yang sudah benar  yang sesuai dengan yang ada di aplikasi 

E-Rekon-LK. 

 

C. Kendala yang Dihadapi 

Ketika melaksanakan kegiatan atau pekerjaan pasti tidak terlepas dari 

adanya kendala. Begitupun dengan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
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(PKL) di Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan 

Udara Kementerian Perhubungan. Adapun kendala yang dihadapi praktikan 

selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah: 

1. Praktikan sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar dan para 

karyawan yang bekerja disana karena praktikan merupakan 

mahasiswa yang belum memiliki pengalaman kerja yang memadai. 

2. Adanya selisih dalam laporan keuangan yang diperiksa oleh praktikan 

sehingga praktikan harus teliti dalam mengoreksi laporan keuangan 

seperti neraca berbasis akrual, laporan realisasi anggaran, laporan 

operasional anggaran, laporan operasional dan laporan perubahan 

ekuitas.yang berasal dari Satuan Kerja dengan yang ada di bagian 

Pusat pada aplikasi E-Rekon-LK. Hal ini membuat praktikan khawatir 

jika ada kesalahan dalam memeriksa dan mengoreksi laporan 

keuangan tersebut. 

3. Tidak adanya SOP (Standar Operating Procedure) untuk praktikan 

sehingga praktikan hanya akan bekerja saat ada yang meminta 

bantuan atau saat praktikan inisiatif menawarkan bantuan karena tidak 

adanya kejelasan pekerjaan yang harus dilakukan praktikan. 

 

D. Cara Mengatasi Kendala 

Dengan kendala yang dihadapi, maka praktikan harus melakukan 

beberapa hal untuk mengatasi kendala tersebut untuk meminimalisir 
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kesalahan. Cara yang dilakukan oleh praktikan untuk mengatasi kendala 

yang dihadapi yaitu: 

1. Pemecahan masalah pertama yaitu mengenai kemampuan beradaptasi 

dengan karyawan dan lingkungan kerja. 

Adaptasi adalah “Individu dapat mempertahankan eksistensinya 

atau bisa survive memperoleh kesejahteraan jasmani dan rohani 

dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan  tuntutan  

sosial”
1
. 

Maka praktikan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan 

di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara agar memudahkan 

praktikan dalam menjalankan aktivitas PKL. 

2. Pemecahan masalah kedua yaitu mengenai pemeriksaan dan 

pengoreksian laporan keuangan. Praktikan berupaya untuk terus 

bertanya kepada pembimbing tempat praktikan melakukan PKL 

mengenai langkah – langkah yang harus praktikan lakukan saat 

memeriksa dan mengoreksi laporan keuangan. Selanjutnya, praktikan 

akan berusaha untuk memahami dengan baik tugas yang diberikan 

sehingga praktikan dapat menyelesaikan pekerjaan. Apabila terjadi 

selisih alias perbedaan data dalam hasil laporan keuangan, praktikan 

segera menghubungi pembimbing untuk selanjutnya ditindak lanjuti 

oleh bagian Pusat sebagai eselon 1 untuk mengkoordinasikan dengan 

Satuan Kerja penyebab terjadi selisih. 

3. Pemecahan masalah ketiga yaitu tidak adanya SOP (Standar 

Operating Procedure) untuk praktikan. SOP (Standard Operating 

                                                 
1
 Sunarto dan Agung Hartono, Perkembangan Peserta Didik (Jakarta: Rineka Cipta 2008), p. 222 
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Procedure) adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur kerja 

secara rinci, tahap demi tahap dan sistematis. SOP memuat 

serangkaian instruksi secara tertulis tentang kegiatan rutin atau 

berulang-ulang yang dilakukan oleh sebuah organisasi. SOP sering 

juga disebut sebagai manual SOP yang digunakan sebagai pedoman 

untuk mengarahkan dan mengevaluasi suatu pekerjaan. Maka dari itu, 

pihak perusahaan hendaknya menyusun SOP bagi praktikan agar 

dapat bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku sehingga dapat 

mempermudah praktikan dalam melaksanakan kegiatan PKL di 

perusahaan tersebut. 

 

 



 

 

34 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu syarat untuk 

mendapat gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

PKL sangat bermanfaat bagi mahasiswa karena dapat memperoleh 

keterampilan, pengalaman kerja dan pengetahuan yang tidak pernah 

mahasiswa dapatkan sebelumnya. Selain itu, dengan diadakannya PKL 

mahasiswa akan memperoleh gambaran mengenai dunia kerja khususnya 

dalam bidang Akuntansi. PKL merupakan bentuk aplikasi dari perkuliahan 

yang telah berlangsung. 

Setelah praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di bagian 

Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal 

Perhubungan Udara dan membuat laporan ini, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan di Direktorat Jenderal 

Perhubungan Udara bagian Sekretariat Direktorat Jenderal yang 

terletak di Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Gedung Karsa Lantai 20 

Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, 10110. 

2. Praktikan ditempatkan pada bagian Keuangan dan Barang Milik 

Negara sub bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pengendalian 
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Internal. Adapun pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini telah 

memberikan pengalaman dan memberikan wawasan kepada praktikan 

terhadap kondisi dunia kerja nyata yang suatu saat akan dihadapi oleh 

praktikan. Selain itu, kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) telah 

memberikan menfaat kepada praktikan yaitu melatih dan mengasah 

keterampilan, kedisiplinan, dan tanggung jawab yang sangat penting 

dimiliki oleh praktikan saat memasuki dunia kerja nyata. 

3. Selama menjalani PKL, praktikan melakukan kegiatan pemeriksaan 

dan pengoreksian laporan keuangan yang diterima dari Satuan Kerja 

dengan data yang dicatat bagian Pusat dalam aplikasi E-Rekon-LK. 

4. Selama menjalankan PKL, praktikan menemukan beberapa kendala 

yang cukup menghambat pekerjaan praktikan. Kendala tersebut yaitu: 

a. Praktikan kesulitan dalam hal beradaptasi di lingkungan tempat 

PKL. 

b. Terjadi selisih dalam laporan keuangan yang dikirim oleh 

Satuan Kerja dengan yang dicatat oleh bagian Pusat. 

c. Tidak adanya SOP untuk praktikan. 

 

B. Saran 

Bedasarkan kesimpulan diatas, praktikan mencoba untuk memberikan 

beberapa saran kepada pihak industri dan pihak universitas yang sekiranya 

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan guna kemajuan dimasa 

mendatang, diantaranya: 
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Bagi Mahasiswa 

1. Mempersiapkan dari jauh hari segala keperluan yang berhubungan 

dengan pelaksanaan PKL, seperti mencari dan memastikan tempat 

pelaksanaan PKL serta  kelengkapan administrasi yang dibutuhkan. 

2. Bersosialisasi secara baik dengan karyawan, menjaga etika dan 

mematuhi tata tertib yang diterapkandi  perusahaan selama melakukan 

Praktik Kerja Lapangan sehingga tidak merusak nama baik almamater. 

3. Menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai waktu yang telah 

ditentukan serta bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan. 

Bagi Universitas 

1. Bagi Universitas harus bisa untuk menjalin hubungan baik dengan 

insitusi, lembaga dan perusahaan. 

2. Meningkatkan kualitas layanan akademik secara maksimal agar 

mahasiswa semakin terbantu dalam mengurusi administrasi persiapan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

Bagi Perusahaan/Instansi 

1. Meningkatkan nilai hubungan kerjasama baik antara pihak internal 

perusahaan maupun pihak eksternal. 

2. Meningkatkan kualitas sistem yang digunakan serta menggunakan 

SOP yang jelas agar semua kegiatan perusahaan dapat berjalan secara 

efisien dan efektif. 

3. Meningkatkan kualitas karyawan melalui berbagai pelatihan serta 

pemberian beberapa fasilitas untuk meningkatkan kinerja karyawan. 
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Lampiran 1 

 

FORMAT PENILAIAN 

SEMINAR PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 

 

Nama   : Ima Siti Fatimah 

No. Reg  : 8105150305 

Konsentrasi  : Pendidikan Akuntansi 2015 

 

NO. 

 

Keriteria Penilaian Interval Skor Skor 

A. Penilaian Laporan PKL 

 
  

1. Format Makalah 

a. Sistematika Penulisan 

b. Penggunaan Bahasa Yang 

Baku, Baik Dan Benar 

 

0 – 15  

2. Penyajian Laporan 

a. Relevansi Topik Dengan 

Keahlian Bidang Studi 

b. Kejalasan Uraian 

 

0 – 25  

3. Informasi 

a. Keakuratan Informasi 

b. Relevansi Informasi Dengan 

Uraian Tulisan 

 

0 – 15  
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B. Penilaian Presentasi Laporan  

 

 

1. Penyajian 

a. Sistematika Penyajian 

b. Penggunaan Alat Bantu 

c. Penggunaan Bahasa Lisan 

Yang Baik, Benar Dan Efektif 

 

0 – 20  

2. Tanya Jawab 

a. Ketetapan Jawaban 

b. Kemampuan 

Mempertahankan Argumen 

 

0 - 20  

Jumlah 100  

 

Jakarta,....................... 

                  Penilai, 

 

     

                  NIP.    
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Lampiran 2 

Surat permohonan izin Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 3 

Surat Penerimaan Praktik Kerja Lapangan  
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Lampiran 4 

Daftar hadir Praktik Kerja Lapangan 
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45 

 

 

Lampiran 5 

Surat Keterangan Selesai Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 6 

Penilaian Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 7 

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 

  

Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 
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Lampiran 8 

Logo Kementerian Perhubungan 
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Lampiran 9 

JADWAL KEGIATAN PKL 

FAKULTAS EKONOMI – UNJ TAHUN AKADEMIK 2016/2017 

NO. BULAN KEGIATAN JUN JUL AGUS SEP OKT NOV DES 

1. Pendaftaran PKL        

2. 

Kontak Dengan 

Instansi/Perusahaan 

Untuk Penempatan 

PKL 

       

3. 

Surat Permohonan 

PKL Ke 

Instansi/Perusahaan 

       

4. Penentuan Supervisor        

5. 
Pelaksanaan Program 

PKL 
       

6. 
Penulisan Program 

PKL 
       

7. 
Penyerahan Laporan 

PKL 
       

8. Koreksi Laporan PKL        

9. 
Penyerahan Koreksi 

Laporan PKL 
       

10. 

 Batas Akhir 

Penyerahan Laporan 

PKL 

       

11. 

Penutupan Program 

PKL dan 

Pengumuman Nilai 

PKL 
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Lampiran 10 

LEMBAR KEGIATAN HARIAN  

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

No Tanggal Kegiatan 

1 Senin, 21 Agustus 2017 

 Perkenalan dengan kepala sub 

Bagian Keuangan dan Barang Milik 

Negara Sekretariat Direktorat Jenderal 

Perhubungan Udara Kementerian 

Perhubungan beserta pegawai lainnya. 

 Menerima pengarahan dari kepala 

sub Bagian Keuangan dan Barang Milik 

Negara terkait tata cara kerja bidang 

keuangan. 

 Membaca peraturan yang ada di 

Sekretariat Direktorat Jenderal 

Perhubungan Udara Kementerian 

Perhubungan. 

2 Selasa, 22 Agustus 2017 
Mempelajari laporan keuangan direktorat 

jenderal perhubungan udara tahun 2016. 

3 Rabu, 23 Agustus 2017 Melakukan penomoran dokumen 

4 Kamis, 24 Agustus 2017 Menggandakan dokumen 

5 Jum’at, 25 Agustus 2017 
 Menggandakan dokumen 

 Membuat surat undangan rapat  

6 Senin, 28 Agustus 2017 Mengisi data surat masuk dan keluar 

7 Selasa, 29 Agustus 2017 Menggandakan dokumen 

8 Rabu, 30 Agustus 2017 

 Memeriksa laporan keuangan Satuan 

Kerja dengan laporan keuangan pusat 

 Mengoreksi laporan keuangan 
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Satuan Kerja dengan laporan keuangan 

pusat 

9 Kamis, 31 Agustus 2017 Melakukan scanning dokumen 

10 Senin, 4 September 2017 

Menata berkas laporan keuangan dari tahun 

2014 – 2017, lalu memasukannya ke dalam 

file 

11 Selasa, 5 September 2017 Melakukan penomoran dokumen 

12 Rabu, 6 September 2017 
 Menggandakan dokumen 

 Melakukan scanning dokumen  

13 Kamis, 7 September 2017 Mengantarkan surat ke sub bagian lain 

14 Jum’at, 8 September 2017 Menggandakan dokumen 

15 Senin, 11 September 2017 Melakukan penomoran dokumen 

16 Selasa, 12 September 2017 
Mengurutkan data laporan keuangan dari 

tahun 2014 – 2017 

17 Rabu, 13 September 2017 Menggandakan dokumen 

18 Kamis, 14 September 2017 Menggandakan dokumen 

19 
Jum’at, 15 September 

2017 
Melakukan scanning dokumen 

20 Senin, 18 September 2017 
 Melakukan scanning dokumen 

 Melakukan penomoran dokumen  
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Lampiran 11 

Tampilan aplikasi E-Rekon-LK 
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Lampiran 12 

Laporan Keuangan Satuan Kerja Bandar Udara Sentani Papua 
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